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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.14/MENHUT-II/2011

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan terkait
pemanfaatan kayu;

b. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan, dalam kawasan hutan produksi yang
dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan
status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan
kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan
menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada
hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini;
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c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf b, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin
Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan
Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;

d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, perlu penyesuaian Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang
Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu
Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan
Hutan Tanaman tersebut huruf c;

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4813);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-
II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal
Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
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17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan dan Dana Reboisasi;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-
II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk
Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin
Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 265);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk
memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi
yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan
cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan


